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BAB II

TINJAUAN MENGENAI ICRC 

(INTERNATIONAL COMMITTEE of RED CROSS)

A.
Latar Belakang Terbentuknya ICRC

1.
Sejarah Terbentuknya ICRC


Pada tanggal 24 Juni 1859 tempatnya dikota Solferino, kota kecil di Italia bagian Utara. Ketika itu angkatan perang Austria dan Perancis terlibat dalam pertempuran sengit dan, setelah pertempuran selama 16 jam, 40.000 orang yang meninggal dan terluka bergeletakan di atas tanah. Pada saat itu, Henry Dunant, seorang waraga Negara Swiss tengah melakukan perjalanan bisnis dan melewati daerah pertempuran tersebut, hatinya bergetar menyaksikan beribu-ribu tentara dari kedua belah pihak dibiarkan menderita karena  kekurangan pelayanan medis yang memadai.


Kemudian Henry Dunant mengajak penduduk setempat untuk membantunya merawat para prajurit yang terluka, dan menekankan bahwa para prajurit dari kedua belah pihak harus mendapatkan perawatan. Ketika kembali ke Swiss, pengalaman yang sangat membekas tersebut Dunant tuangkan dalam sebuah bukui yang berjudul “Un  Souvenir de Solferino” (Kenangan dari Solferino). Bukunya yang menyentak perhatian seluruh Eropa itu, Henry Dunant mengusulkan dua gagasan penting:

1. Perlunya membentuk organisasi relawan, yang disiapkan pada masa damai untuk menolong para prajurit yang terluka di medan perang.

2. Perlunya suatu perjanjian internasional untuk memberi pengakuan dan perlindungan kepada para relawan pada waktu bertugas dan kepada para prajurit yang terluka di medan perang.
Pada tahun 1963, perhimpunan Jenewa untuk Kesejahteraan Masyarkat  (the Geneva Society for Public Welfare), suatu perhimpunan social yang berkedudukan di kota Swiss , membentuk suatu komisi yang beranggotakan lima orang untuk mempertimbangkan bagaimana agar gagasan-gagasan Dunant tesebut  dapat dilaksanakan.  

Komisi  yang terdiri dari Gustave Moynier, Guillaume Henri Dufauor, Louis Apia, Theodore Maunoir dan Henry Dunant sendiri membentuk Komite Internasional untuk Pertolongan bagi Yang Terluka (the International Committee for Relief to the Wounded), yang di kemudian hari menjadi Komite Internasional Palang Merah (International Committe of the Red Cross-ICRC).

Para pendiri yang lima orang itu kemudian mulai mengambil langkah-langkah untuk memastikan agar gagasan-gagasan  yang dikemukakan oleh Henry Dunant tersebut menjadi kenyataan, yang kemudian mereka mengundang 16 negara dan 4 lembaga filantropis mengirimkan wakil-wakilnya ke Konferensi Internasional yang diselenggarakan di Jenewa pada tanggal 26 Oktober 1863. 

Dalam konferensi inilah lambang pembeda yaitu palang merah di atas dasar putih disahkan, dan lahirlah Palang Merah. Untuk mengukuhkan perlindungan terhadap dinas kesehatan di medan pertempuran dan untuk memperoleh pengakuan internasional terhadap Palang Merah dan tujuannya, pemerintah Swiss menyelenggarakan suatu Konferensi Dilomatik di Jenewa pada tahun 1864. 
Para wakil dari 12 pemerintahan ikut serta dalam konferensi tersebut dan mengesahkan  suatu perjanjian yang bernama “Konvensi Jenewa untuk Perbaikan Kondisi Orang-orang Yang Terluka di dalam Pertempuran di Darat”, yang menjadi perjanjian pertama dari hukum humaniter. Kemudian konferensi-konferensi lanjutan diadakan, yang memperluas perjanjian yang pertama kepada katagori-katagori korban yang lain, seperti perjanjian tawanan perang.

Setelah perang Dunia Kedua, suatu Konferensi Diplomatik bersidang selama empat bulan sebelum mengesahkan empat konvensi-konvensi Jenewa  tahun 1949, yang memperkuat perlindungan bagi penduduk sipil pada waktu terjadi perang. Pada tahun 1977, konvensi-konvensi Jenewa tersebut dilengkapi dengan dua Protokol Tambahan
  
2.
Lambang Kemanusiaan ICRC

Penggunaan lambang sebagai suatu tanda pelindung merupakan manifesatasi yang nyata  dari perlindungan  yang diberikan oleh Konvensi Jenewa kepada orang orang (para anggoata dinas medis angkatan bersenjata, relawan, perhimpunan nasional, delegasi ICRC). Unit-unit medis (rumah sakit, pos pertolongan pertama), dan sarana transportasi.


Penggunaan lambang sebagai suatu tanda pengenal menunjukkan bahwa seeorang atau obyek tertentu mempunyai hubungan dengan gerakan palang merah dan bulan sabit merah. Untuk menghindarkan kekacauan dengan lambang yang digunakan sebagai tanda pelindung, lambang palang merah dan bulan sabit merah yang digunakan sebagai tanda pengenal ukurannya lebih kecil.


Penyalahgunaan lambang sebagai suatu tanda pengenal merusak arti penting lambang itu di mata masyarakat dan dengan demikian mengurangi kekuatan perlindungannya di saat perang. Dalam hal penyalahgunaan lambang itu sebagai tanda pelindung, peran ICRC adalah memperingatkan Negara-negara yang terlibat dalam peperangan mengenai kewajiban mereka untuk menghormati lambang tersebut dan mengenai langkah-langkah yang akan diambil tehadap para pihak yang menggunakan lambang tersebut secara tidak semestinya.

Sejak awal, para pendiri ICRC menyadari kebutuhan akan adanya satu lembaga yang sama, universal dan mudah dikenali serta diterima oleh semua pihak. Lambang itu juga harus melindungi semua unit medis, termasuk unit-unit medis dari pihak lawan. Maksudnya adalah bahwa hanya dengan melihat lamnbang  itu para pihak yang sedang bertempur akan memperlihatkan pengendalian diri dan rasa hormatnya.


Palang Merah di atas dasar putih (kebalikan dari bendera nasional Swiss) disahkan oleh Konferensi Internasional tahun 1863 sebagai lambang pembeda bagi perhimpunan-perhimpunan yang memberikan bantuan kepada para prajurit yang terluka, satu tahun kemudian lambang itu di akui oleh  suatu konferensi Diplomatik sebagai lambang  dari dinas medis angkatan bersenjata, dan dilindungi oleh hukum humaniter dengan disahkannya konvensi Jenewa tahun 1864.
 

Tetapi pada tahun 1876 Kekaisaran Ottoman memutuskan untuk menggunakan  bulan sabit merah guna menggantikan palang merah. Beberapa Negara kemudian mengikutinya dan pada tahun 1929 lambang bulan sabit merah lalu diakui, bersama-sama dengan lambang singa dan matahari merah yang digunakan oleh Iran pada waktu itu (sekang tidak digunakan lagi). Dewasa ini Perhimpunan Nasional semuanya menggunakan lambang palang merah atau bulan sabit  merah untuk mengidentifikasi diri mereka yaitu apa yang disebut sebagai pengunaan lambang yang sama  sebagai lambang dinas medis dari angkatan bersenjata dinegara mereka selama konflik, atau apa yang disebut penggunaan lambang sebagai tanda pelindung.
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Dalam masa konflik bersenjata, lambang bisa digunakan sebagai alat pelindung hanya oleh:
1. Pelayanan medis angkatan bersenjata.

2. Perhimpunan nasional diperkenankan memakai lambang untuk tujuan perlindungan bagi para personilnya beserta peralatan yang membantu pelayanan medis resmi selama masa perang, ditegasakan bahwa personil maupun peralatannya mempunyai fungsi yang sama dan hanya fungsi-fungsi itulah yang menjadi subjek hukum dan peraturan militer.

3. Badan bantuan sukarela lain juga harus tunduk pada syarat-syarat yang sama hanaya seperti perhimpunan nasional, mereka harus memiliki ijin pemerintah dan harus tunduk kepada hukum dan peraturan militer.

4. Rumah sakit sipil dan fasilitas medis lain yang diakui oleh pemerintah dan di ijinkan untuk mengkibarkan lambang untuk tujuan perlindungan.

Dalam tahun-tahun terakhir ini Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah tengah mempertimbangkan perubahan-perubahan yang mungkin dilakukan terhadap penggunaan lambang-lambang tersebut berkaitan dengan masalah khusus. Beberapa perhimpunan yang ingin menjadi bagian dari gerakan merasa tidak nyaman untuk menggunakan lambang-lambang yang ada.
Magen David Adom, perhimpunan Israel, ingin menggunakan simbolnya sendiri Perisai David Merah, dan beberapa Perhimpunan ingin menggunakan baik palang merah dan bulan sabit merah sekaligus. Keinginan-keinginan tersebut tidak dimungkinkan berdasarkan aturan Konvensi Jenewa. Juga terdapat konflik dimana penggunaan lambang palang merah atau bulan sabit merah dapat menimbulkan masalah kalau lambang-lambang tersebut disalah tafsirkan oleh salah satu pihak.

Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah telah menyarankan suatu lambang tambahan  untuk memecahkan masalah ini, untuk disahkan oleh suatu Konferensi Diplomatik Negara-negara. Lambang  tambahan itu bebas dari setiap konotasi politik, keagamaan ataupun budaya yang mungkin timbul, dan oleh karena itu memberikan suatu penyelesaian bagi masalah yang terjadi sekarang atau di masa datang. Perhimpunan-perhimpunan Nasional yang ada bebas  untuk terus menggunakan lambang palang merah atau bulan sabit seperti yang mereka lakukan sekarang.
Dalam hal penyalahgunaan Lambang dalam bentuk apapun yang tidak sesuai dengan ketentuan yang di atur dalam Hukum Humaniter Internasional ditetapkan sebagai penyalahgunaan lambang, ada tiga macam penyalahgunaan, yaitu:
1. Imitation atau peniruan, berarti penggunaan lambang yang berdasarkan bentuk dan warna, bisa menimbulkan kebingungan terhadap lambang.

2. Penggunaan yang tidak tepat, yaitu penggunaan lambang oloeh sebuah badan atau perseorangan yang tidak berhak menggunakannya seperti: LSM, perusahaan komersial, potik, dokter, maupun individu.

3. Perfidy (perbuatan curang), yaitu memanfaatkan lambang pada waktu konflik untuk melindungi kombatan atau perlengkapan militer; penggunaan secara curang atas lambang baik pada waktu konflik bersenjata internasional maupun non internasional adalah sebuah kejahatan perang.

3.
Sumber Pendanaan ICRC


Untuk memperoleh pendanaan yang diperlukan, ICRC melancarkan seruannya, biasanya sekali dalam setahun. Seruan itu menjelaskan persoalan dan kebutuhan yang telah diputuskan untuk ditangani oleh ICRC, serta tujuan-tujuan yang telah ditetapkan untuk suatu tahun tertentu. Seruan itu meliputi kegiatan ICRC di markas besar di satu pihak, dan operasi lapangannya di lain pihak. Jumlah dan intensitas situasi yang dicakup oleh ICRC berbeda-beda dari tahun ke tahun dan demikian pula anggarannya. Namun, kecenderungan umum selama dasawarsa yang lalu adalah kearah peningkatan dalam jumlah situasi konflik dan dalam anggaran ICRC.


Dana ICRC adalah sumbangan-sumbangan  dari:

1. Negara-negara yang menjadi peserta konvensi-konvensi Jenewa (pemerintah);

2. Perhimpunan-perhimpunan Nasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah;
3. Organisasi-organisasi Supranasional (seperti misalnya Uni Eropa);

4. Sumber-sumber masyarakat swasta.

Dan semua sumbangan-sumbangan tersebut bersifat sukarela dan dapat diberikan dalam bentuk:

1. Tunai

2. Barang, yaitu misalnya pangan (beras, kacang-kacangan, minyak, dsb) atau barang-barang non pangan (seperti misalnya kendaraan, selimut, lembaran plastik, alat dapur, dan tenda)

3. Pelayanan, misalnya staf spesialis.

Berbeda dengan banyak organisasi lain, ICRC tidak menunggu penerimaan dana sebelum bertindak. Sebaliknya, sekali ICRC telah memutuskan untuk menanggapi kebutuhan mendesak dilapangan organisasi ini bertindak dengan segera. Tetapi, pada suatu waktu tertentu, ICRC mungkin hanya mempunyai cadangan dana yang sangat terbatas untuk menjalankan operasi-operasinya. Dalam hal seperti itu, ICRC mengambil resiko keuangan dengan meyakini bahwa para penyumbangnya akan secepat mungkin memberikan bantuan pendanaan yang diperlukan.
ICRC berusaha untuk memastikan bahwa berbagai operasi dan kegiatannya menjawab kebutuhan-kebutuhan terpenting dan mempunyai suatu dimensi yang realistik, tetapi juga bahwa anggaran yang diinginkan agar didanai adalah sesuai dengan apa yang secara masuk akal dapat diharapkan dari para penyumbangnya.
Sebagian besar pendanaan tunai untuk operasi lapangan ICRC datang dari sekitar 20 donor pemrintah dan supranasional. Tetapi, usaha utama selalu dilakukan untuk memperluas jumlah donor regular. Kesulitan anggaran atau struktur pengawasan internal dikalangan berbagai Negara donor kadang-kadang menyebabkan  mereka untuk “mengalokasikan” sumbangan mereka kepada ICRC dengan menetapakan ketentuan dan persyaratan tertentu.

ICRC menerima hal seperti ini, asalkan keseimbangan dan kemandirian operasi-operasinya tidak menjadi terancam karenanya. Kalau tidak, maka kondisi-kondisi yang disertakan pada sumbangan itu dikaji ulang dengan pihak donor. Apabila persetujuan tidak dicapai mengenai alokasi yang bisa diterima dari suatu pendanaan yang diusulkan, maka sumbangan itu mungkin harus ditolak, tetapi kejadian seperti itu jarang sekali terjadi.

4.
Prinsip-prinsip Dasar ICRC


Prinsip-prinsip Dasar Gerakan Palang Merah dn Bulan Sabit Merah tersebut, yang merupakn kewajiaban yang harus dijunjung tinggi oleh ICRC, secara resmi dinyatakan dalam Konferensi Internasional Palang Merah dan Bulan Sabit Merah ke-20 yang diselenggarakan di Wina pada tahun 1965, prinsip-prinsip dasar itu adalah:
1. Kemanusiaan

Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional lahir dari keinginan untuk memberikan pertolongan kepada korban yang terluka dalam pertempuran tanpa membeda-bedakan mereka dan untuk mencegah serta mengatasi penderitaan sesama manusia yang terjadi dimanapun. Tujuannya ialah melindungi jiwa dan kesehatan serta menjamin penghormatan terhadap umat manusia. Gerakan ini menumbuhkan saling pengertian, persahabatan, kerja sama, dan perdamaian abadi di antara manusia.

2.       Kesamaan

Gerakan memberikan bantuan kepada orang yang menderita tanpa membeda-bedakan mereka berdasartkan kebangsaan, ras, agama, ataupun pandangan politik. Tujuannya semata-mata ialah mengurangi penderitaan orang per orang sesuai dengan kebutuhannya, dengan mendahulukan keadaan yang paling parah.
3.
Kenetralan


Agar senantiasa mendapat kepercayaan dari semua pihak, gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah tidak boleh memihak atau melibatkan diri dalam pertentangan politik, ras, agama, maupun ideologi.

4.
Kemandirian


Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah bersifat mandiri. Gerakan dapat mandiri hanya bilamana perhimpunan-perhimpunan Nasional, yang merupakan anggotanya, juga mandiri. Setiap Perhimpunan Nasional, sekalipun merupakan pendukung bagi pemerintah masing-masing di bidang kemanusiaan dan harus mentaati peraturan perundangan yang berlaku di negara masing-masing, harus selalu menjaga otonominya agar dapat bertindak sejalan dengan prinsip-prinsip gerakan..

5.
Kesukarelaan

Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah memberikan bantuannya atas dasar  kesukarelaan semata-mata, tanpa unsur keinginan untuk mencari apapun.

6.
Kesatuan


Di dalam suatu Negara hanya  boleh ada satu Perhimpunan Palang Merah atau Bulan Sabit Merah. Perhimpunan ini harus terbuka untuk semua orang dan melaksanakan tugas kemanusiaan di seluruh wilayah Negara yang bersangkutan.
7.
Kemestaan


Gerakan Palang Merah dan Bulan Sabit Merah Internasional bersifat semesta, yang berarti hadir diseluruh dunia. Setiap perhimpunan Nasional mempunyai status yang sederajat serta hak dan tanggung jawab dalam membantu satu sama lain.

5. Struktur ICRC 
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6.
Landasan Hukum ICRC

ICRC adalah suatu organisasi kemanusiaan yang bersifat mandiri, dan tidak memihak. Organisasi dan keanggotaannya bersifat non-pemerintah. Mandat untuk melindungi dan membantu para korban konflik bersenjata diberikan kepada ICRC oleh negara-negara dalam empat konvensi-konvensi Jenewa tahun 1949 dan Protokol tambahannya tahun 1977 yang juga merupakan Hukum Humaniter diantara lain:

Konvensi-konvensi Jenewa 1949

· Konvensi Jenewa I: tentang perbaikan keadaan anggota angkatan perang yang terluka dan sakit di medan pertempuran darat.
· Konvensi Jenewa II: tentang perbaikan keadaan anggota angkatan perang dilaut yang terluka, sakit dan korban kapal karam.
· Konvensi Jenewa III: tentang perlakuan terhadap tawanan perang.
· Konvensi Jenewa IV: tentang perlindungan orang-orang sipil di waktu perang 

Protokol-protokol Tambahan 1977

· Protokol Tambahan I: perlindungan korban sengketa bersenjata internasional.
· Protokol Tambahan II: perlindungan korban sengketa bersenjata non-internasional.

Konvensi ini menetapkan peran yang dimainkan ICRC dalam meringankan penderitaan manusia. Keempat konvensi dan dua protokol tambahan diterapkan pada konflik-konflik bersenjata internasional, dan menetapakan bahwa penduduk sipil dan orang-orang yang tidak lagi ikut serta secara aktif dalam tindakan permusuhan, seperti misalnya kombatan yang terluka atau tertangkap, harus diselamatkan dan diperlakukan secara manusiawi. 
B.
Kegiatan-kegiatan ICRC
1.
Perlindungan Terhadap Masyarakat Sipil


Masyarakat sipil sering kali mengalami penyanderaan, perampokan, pelecehan seksual, pengusiran, mempersulit dengan sengaja orang untuk mendapat makanan serta air minum, ancaman hanya merupakan beberapa diantara tindakan yang dapat menteror dan membuat masyarakat sipil menderita pada waktu berlangsungnya konflik. Masyarakat sipil terjepit diantara dua belah pihak yang bertikai, berada dalam bahaya  yang lebih besar daripada peserta tempur yang ditawan yang ditawan disebuah penjara di bawah wewenang suatu instasi.

Konflik bersenjata menyebabkan masyarakat sipil menguasai secara besar-besaran dari tempat tinggal mereka, baik melewati perbatasan internasional maupun di Negara yang bersangkutan. Pengungsi luar dan dalam negeri kehilangan pekerjaan dan sarana untuk memperoleh penghasilan mereka sendiri. Oleh karenanya  mereka tergantung, setidaknya pada tahap awalnya, pada kemauan baik Negara atau penguasa tuan rumah suatu daerah yang dijadikan tempat pengungsian dan juga pada organisasi-organisasi kemanusiaan untuk kelangsungan hidup mereka.


ICRC mempertahankan keberadaannya pada wilayah-wilayah dimana masyarakat sipil pada khususnya berada dalam bahaya. Delegasinya mengadakan dialog rutin dengan pihak-pihak yang terlibat dalam pertikaian bersenjata, apakah mereka merupakan kelompok pemberontak, kepolisian, kekuatan para militer maupun kelompok lain yang ikut serta dalam pertempuran


Dengan adanaya berbagai situasi darurat yang di alami oleh pengungsi dalam negeri, persentasi mereka sebagai penerima bantuan ICRC cukup besar, dimana penguasa yang berwenang tidak mampu melakukannya, ICRC akan turun tangan untuk menyediakan kebutuhan yang paling mendesak dari pengungsi dalam negeri. ICRC dibutuhkan sebagai pihak penengah khusus yang netral dan independent, ICRC juga menyediakan layanan Berita Palang Merah yang memungkinkan penggungsi untuk terus berhubungan  dengan anggota keluarga yang telah terpisah dari mereka sebagai akibat konflik bersenjata.
ICRC juga membantu kaum perempuan yang menjadi korban konflik sebagai bagian dari mandat yang lebih luas lagi untuk melindungi dan membantu semua korban konflik. Perempuan dan anak perempuan sebagai penduduk sipil terutama yang berada pada situasi konflik bersenjata seringkali muncul sebagai sasaran tindakan kekerasan, termasuk:

1. Kematian dan terluka karena serangan militer dan bahaya ranjau yang tidak pandang bulu;

2. Kurangnya sarana dasar untuk bertahan hidup dan perawatan kesehatan;

3. Keterbatasan saran untuk mendukung mereka dan keluarganya.  

Namun, karena perempuan memiliki kebutuhan akan perlindungan, kesehatan dan bantuan yang khusus, ICRC memusatkan perhatian untuk menjamin bahwa kebutuhan-kebutuhan ini  diberikan secara mencukupi dan layak dalam semua kegiatannya. ICRC pun secara formal telah berjanji  untuk memberi penekanan pada perlindungan yang harus diberikan kepada perempuan dan anak perempuan, dan untuk menyebar kesadaran kepada semua pihak yang bersenjata yang terlibat dalam pertikaian bersenjata bahwa kekerasan seksual dalam segala bentuknya dilarang oleh Hukum Humaniter dan sedapat mungkin harus dicegah. 
Perempuan juga ikut serta secara aktif dalam perang, dalam pertempuran langsung sebagai kekuatan militer atau memberikan dukungan rekan laki-laki mereka yang bertempur. Sebagai kombatan yang tertangkap oleh musuh, perempuan diberi perlindungan yang sama dengan laki-laki sesuai dengan Hukum Humaniter yang mengatur kebutuhan perempuan akan perlindungan khusus sesuai dengan kebutuhan khusus mereka.

2.
Perlindungan Terhadap  Tawanan Perang


Dalam konflik bersenjata Internasional, konvensi-konvensi Jenewa mengakui para delegasi ICRC untuk mengunjungi tawanan perang dan tahanan sipil. Dalam melakukan kunjungan di Lembaga Pemasyarakatan, delegasi ICRC terutama memperhatikan orang yang di tangkap sehubungan dengan situasi kekerasan yang berlangsung di daerah konflik.


Tujuan ICRC dengan melakukan kunjungan bukan hanya untuk mencegah atau menghentikan perbuatan seperti orang yang hilang, penyiksaan dan perlakuan yang buruk, tetapi juga untuk meningkatkan kondisi penahanan apabila perlu dan menjamin kembali hubungan keluarga yang terputus. Pengaruh pencegahan dari kunjungan ICRC perlu digaris bawahi. Karena mencegah mereka untuk menjalankan misinya sama artinya dengan melakukan pelanggaran terhadap Hukum Humaniter. Kalau ICRC mengadakan kunjungan di tempat penahanan, belum tentu ada masalah kemanusiaan, tetapi hanya berarti bahwa instansi  bersedia berdiskusi dengan ICRC, guna menjamin bahwa para tahanan/tawanan diperlakukan secara manusiawi.  

Sebelum memulai mengunjungi tempat penahan, pertama-tama ICRC menyerahkan kepada penguasa yang berwenang sejumlah persyaratan tertentu. Delegasi harus di ijinkan untuk:

1. Menemui semua tahanan/tawanan yang termasuk dalam mandat ICRC dan memiliki akses ke semua tempat di mana mereka ditahan;

2. Melakukan wawancara tanpa kehadiran saksi terhadap tahanan/tawanan yang menjadi kepedulian ICRC;

3. Selama kunjungan, membuat daftar tahanan/tawanan yang termasuk dalam mandat ICRC atau menerima dari pejabat yang berwenang daftar semacam itu yang dapat di verifikasi dan jika pelu dilengkapi oleh delegasi;
4. Mengulangi kunjungan kepada tahanan/tawanan atas pilihan mereka sesering yang mereka anggap perlu;

5. Memulihkan hubungan keluarga;

6. Menyediakan hubungan materiil dan medis yang mendesak sesuai dengan yang dibutuhkan.

Atas dasar persetujuan dari instansi yang berwenang, ICRC dapat menyampaikan berita keluarga, apabila komunikasi antara tahanan/tawanan dan kelurganya tidak tersalurkan, karena pelayanan pos tidak berfungsi. Dalam situasi tertentu, ICRC dapat pula memberikan bantuan kepada keluarga tahanan/tawanan  yang mengalami kemiskinan, jika pihak keluarga yang ditahan justru kepala keluarga.
3.
Memulihkan Kembali Hubungan Keluarga.

Biro Pusat Pencarian (BPP) ICRC bekerja untuk menyatukan kembali hubungan keluarga dalam berbagai situasi konflik bersenjata atau kekerasan dalam negeri. Setiap tahun, ratusan ribu kasus baru mengenai orang yang dicari oleh keluarganya dibuka, apakah mereka termasuk penggungsi dalam negeri, penggungsi luar negri, tahanan atauorang hilang. 


Mereka yang ditemukan diberi kesempatan untuk mengirim atau mnerima berita Palang Merah dan dihubungkan dengan keluarga mereka berkat jaringan diseluruh dunia yang didukung oleh ICRC dan terdiri atas lebih 1809 Perhimpunan Palang Merah Nasional dan Bulan Sabit Merah. Dalam konflik bersenjata internasional, Biro Pusat Pencarian internasional ICRC memenuhi tugas yang diberikan kepadanya dibawah Hukum Humaniter untuk mengumpulkan, memproses, dan meneruskan informasi tentang orang yang dilindungi, khusunya tawanan perang dan para tahanan sipil.

Bagi para tahanan dan keluarganya memperoleh berita dari orang yang mereka cintai, selalu merupakn hal yang sangat penting. Dalam konteks yang lebih luas, ICRC telah memberikan kepada tawanan perang, tahanan sipil, tahanan keamanan dan kadang kala bahkan  tahanan hukum umum, kesempatan untuk berkomunikasi dengan keluarnya.


Mempertahankan kesatuan keluarga merupakan hak universal yang dijamin oleh Undang-undang. ICRC berusaha semaksimal mungkin untuk menyatukan lembali orang-orang yang terpisah kaerena konflik, dengan mencari keberadaan mereka kembali dengan keluarganya. Perhatian khusus diberikan kepada kelompok-kelompok yang paling rentan, seperti anak-anak yang tidak memiliki pendamping atau orang yang sudah tua.

Dengan adanya jumlah pengungsi dan pencari suaka yang terus membengkak, ICRC terpanggil untuk semakin sering mengeluarkan dokumen perjalanan bagi orang yang telah menerima otoritas untuk tinggal di suatu Negara tuan rumah yang menyediakan tempat pengungsian.


Bahkan ketika senjata telah diletakkan, perang terus menghantui keluarga dari orang-orang yang hilang. Apakah mereka masih hidup? Apakah mereka terluka atau ditawan? Keluarganya berhak tuk mengetahuinya. Hukum Humaniter mewajibkan para pihak yang bertikai untuk memberikan keterangan terhadap pertanyaan ini. 
Sehubungan dengan hal tersebut, ICRC memberikan bantuan dengan  mengumpulkan informasi mengenai orang hilang atau dengan membangun berbagai mekanisme, bersama dengan penguasa yang berwenang dengan tujuan untuk mengetahui nasib orang-orang hilang dan menginformasikannya kepada keluarga mereka. Dan apabila mengetahui apa yang terjadi dengan mereka yang tidak dapat bertahan hidup, maka ICRC dapat membantu proses berkabung dengan layak.
4. Memberikan Bantuan dan Operasi Medis

Aspek kegiatan ICRC yang paling kelihatan adalah memberikan bantuan berbentuk makanan maupun obat-obatan yang dapat menyelamatkan para korban konflik dan seluruh masyarakat sipil. Meringankan penderitaan dan mencegah masa depannya terancam karena penyakit, luka, maupun kelaparan.

Bentuk bantuan bermacam-macam, tergantung pada wilayah dan sifat krisis. Hal ini termasuk pengadaan makanan dan obat-obatan, akan tetapi juga biasanya mengandalkan diri pada kemampuan untuk memberikan pelayanan-pelayanan yang amat penting, seperti misalnya pembangunan atau perbaikan sistem pnyediaan air atau fasilitas medis dan pelatihan bagi staf medis primer, serta ahli bedah. 

Oleh karenanya, tujuan utama bantuan ICRC adalah untuk melindungi kehidupan dan kesehatan para korban, meredakan kepedihan mereka dan menjamin bahwa akibat konflik luka, penyakit, lapar atau kerentanan terhadap unsur-unsur tersebut tidak membahayakan masa depan mereka. Sementara bantuan darurat menyelamatkan kehidupan dan mengurangi pengaruh paling buruk dari konflik, ICRC selalu berusaha untuk tetap terarah sampai ke tujuan utama guna memulihkan kemampuan masyarakat untuk memnuhi kebutuhannya sendiri.

Kegiatan ICRC yang berhubungan dengan kesehatan, antara lain:

· Pembangunan kembali atau rehabilitasi bangunan;

· Dukungan manajemen;

· Pelatihan staf medis;

· Pasokan obat-obatan dan peralatan medis yang penting;

· Pinjaman berupa tim ahli bedah/tim medis asing.

5.
Menyebarluaskan Hukum Humaniter Internasional.

Sebagai promotor dan pelindung hukum Humaniter internasional, ICRC harus mendorong penghormatan pada hukum tersebut. Hal itu dilakukan dengan menyebarluaskan pengetahuan mengenai peraturan-peraturan kemanusiaan dan dengan mengingatkan pihak-pihak yang terlibat dalam konflik akan kewajibannya.


Karena ketidaktahuan terhadap hukum merupakan hambatan untuk implementasinya, ICRC mengingatkan Negara bahwa mereka telah berjanji untuk membuat ketentuan-ketentuan kemanusiaan menjadi diketahui. Lebih jauh ICRC mengingatkan negara bahwa mereka harus mengambil langkah-langkah yang diperlukan untuk memastikan bahwa hukum diberlakukan secara efektif dan dihormati. Hal utama ini dilakukan melalui Pelayanan penasehat hukum mengenai Hukum Humaniter Internasional.


ICRC membuat prwakilan rahasia untuk pihak penguasa yang berwenang dalam hal terjadinya pelanggaran hukum humaniter. Apabila pelanggaran terjadi serius dan berulang dan dapat dibuktikan dengan kepastian bahwa pelanggaran itu benar-benar terjadi, ICRC mempunyai hak untuk mempublikasikannya; dengan syarat bahwa publikasi tersebut demi kepntingan mereka yang terancam atau terkena akibat pelanggaran itu.
C.
Tugas dan Fungsi ICRC
1.
Tugas ICRC



ICRC dalam bertugas langsung menuju kepada pihak yang membutuhkan, peran istimewa diberikan kepada ICRC oleh negara-negara melalui instrumen hukum humanitr. Walaupun demikian, ketika mengadakan dialog tetap dengan negara-negara, ICRC selalu menekanstatusnya yang bersifat mandiri. Tugas-tugas ICRC antara lain:

1. Mengunjungi tawanan perang dan tahanan sipil

2. Mencari jejak orang hilang

3. Menyampaikan verita antara anggota-anggotakeluarga yang saling terpisah akibat sengketa bersenjata

4. Mempersatukan kembalikeluarga yang terpisah

5. Memberikan makanan, air, dan bantuanmedis kepada orang-orangsipil yang tidak mempunyaiakses kebutuhan-kebutuhan dasar tersebut

6. Menyebarluaskan pengetahuan tentang hukum humaniter international

7. Memantau kepatuhan terhadap hukum humaniter internacional

8. Mengupayakan agar pelanggaran-pelanggaran atas hukum humaniter internasioanl diperhatikan dan memberikan kontribusi bagi pengembang hukum tersebut.

ICRC diperbolehkan bertindak secara mandiri dari pemerintah atau penguasa manapun, maka ICRC dapat melayani kepentingan sesungguhnya yang ada pada para korban sengketa bersenjata. Kepentingan para korbanlah yang menjadi inti kemanusiaan ICRC
2.          Fungsi ICRC      

ICRC yang merupakan sebuah lembaga yang berdiri sendiri dan netral terhadap politik, ideologi dan agama. Adapun fungsi-fungsi ICRC antara lain:

1. Sebagai organisasi yang netral, pada masa perang ICRC berperan sebagai badan yang netral, dan berusaha untuk menjamin bahwa korban-korban, baik sipil maupun militer mendapat perlindungan dan pertolongan.

2. Mempunyai hak untuk berprakarsa, ICRC mempunyai hak untuk mengambil prakarsa demi misi kemanusiaan sesuai dengan peranan sebagai badan yang netral dan berdiri sendiri.
3. Sebagai pelindung nilai-nilai kemanusiaan

4. Sebagai pelaksana Konvensi-Konvensi Jenewa, ICRC bertanggung jawab atas  pengembangan  hukum prikemanusiaan internacional, juga menyebarluaskan Konvensi-Konvensi Jenewa.

D.     
 Hubungan Dengan Pihak-pihak Lain.
Dengan berjalannya waktu, jumlah badan dan organisasi yang bekerja di bidang kemanusiaan semakin bertambah banyak. Meskipun meningkatkan kapasitas pemberian respons terhadap situasi kritis secara keseluruhan, pertambahan jumlah organisasi dapat menimbulkan duplikasi, persaingan, dan salah pengertian.

Untuk membantu agar usaha-usaha kemanusiaan dapat berjalan secara lebih efesien, ICRC berkonsultasidan berkoordinasi dengan banyak organisasi internasional maupun non internasional yang beroperasi dalam konteks yang sama, sambil mempertahankan kemandiriannya. Dalam menjalankan kegiatan-kegiatan kemanusiaan, ICRC memberikan arti sangat penting terhadap upaya untuk memastikan bahwa semua organisasi semacam itu mengerti pendekatan yang dilakukannya serta peran yang dimainkannya supaya kerja sama yang serasi dan saling melengkapi di lapangan dapat terpelihara.
1.
Hubungan dengan Organisasi Internasional.
ICRC mempunyai status peninjau dalam Majelis Umum Perserikatan Bangsa-Bangsa, bekerja sama dengan kantor Koordinatior PBB untuk urusan Kemanusiaan (OCHA), dan sebagai Undangan Tetap, menghadiri rapat-rapatdari Komite Tetap Antar Badan (The International Standing Commite), suatu badan koordinasi yang mencakup badan-badan kemanusiaan PBB, Federasi Internasional, dan LSM.
Disamping itu, ICRC mempertahankan hubungan teratur dngan:

· Uni Eropa (EU);

· Organisasi untuk kerjasama Eropa di bidang Keamanan (OSCE);

· Organisasi Persatuan Afrika (OAU);

· Organisasi Konferensi Islam (OIC);

· Gerakan Non Blok

· Organisasi Negara-Negara Amerika (OAS);

· Liga Negara-Negara Arab.


Dengan timbulnya globalisasi sektor swasta memainkan peran yang semakin menonjol dalam Hubungan Internasional. Beberapa perusahaan Multinasional mempunyai pengaruh yang semakin kuat terhadap situasi perang dan terhadap para pihakyang terlibat dalam konflik

Sejalan dengan itu, ICRC akhir-akhir ini telah mengambil suatu strategi menyeluruh yang bertujuan untuk mengembangkan hubungannya dengan dunia swasta dengan cara-cara tertentu. Tujuannya adalah untuk mengadakan suatu dialog yang bermakna dengan sektor swasta yang di dasarkan pada peningkatan prinsip-prinsip kemanusiaan, serta meningkatkan efesiensi dan profesionalisme ICRC lewat pertukaran dengan sektor swasta, yaitu memanfaatkan keterampialan dan kemampuan khusus, meningkatkan kebijakan pembelian, dan menggalakan usaha penggalangan dana.
3. Hubungan dengan Militer
Militer sebagaimana fungsinya yang diturunkan di dalam medan konflik demi membela negaranya tidak hanya untuk berperang, tetapi juga militer membantu korban konflik dan melindungi seluruh penduduk sipil agar terhindar dari serangan-serangan berbahaya yang dapat mengakibatkan jatuhnya korban. Oleh karena itu ICRC bekerjasama dan berhubungan erat dengan militer dalam melaksanakan misi kemanusiaannya.

Dalam beberapa tahun terakhir ini kita menyaksikan semakin eratnya hubungan antara tindakan militer dan tindakan kemanusiaan, bahkan sedemikian erat sehingga kadang-kadang tidak jelas mana yang tindakan militer dan yang mana tindakan kemanusiaan. ICRC telah mengemukakan keprihatinannya terhadap perkembangan dalam berbagai forum internasional, karena ICRC mempertahankan pendapat bahwa sifat tindakan kemanusiaan yang mandiri dan tidak memihak serta perlunya memberikan perlindungan dan bantuan kepada semua korban tanpa dikriminasi menimbulkan keharusan agar kegiatan kemanusiaan dilakukan bebas dari pertimbangan dan tujuan politik dan militer.

ICRC percaya bahwa banyak ruang lingkup untuk interaksi dan kerja sama yang konstruktif antara organisasi kemanusiaan dan militer yang dapat di tingkatkan dengan cara konsultasi. Namun demikian, ICRC terus menganjurkan agar pembedaan yang jelas dipertahankan dalam substansi maupun dalam penampilan antara operasi kemanusiaan dan juga operasi militer.
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